
Men imbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAW KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 1 1  TAHUN 2 0 1 3  

TENT ANG 

PERUSAHAAN DAERAH AIR M I N U M  MAJA TIRTA 

KOTA MOJOKERTO 

OENGAN RAHMAT �UHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOERTO, 

a .  bahwa Kata Majokerta telah memi l ik i  POAM berdasarkan 

Peraturan Oaerah Katamadya Oaerah Tingkat I I  Mojakerta 

Nornor 5 Tahun 1 9 7 9  tentang Perusahaan Oaerah Air Minum 

Kctamadya Oaerah Tingkat I I  Majakerta sebagaimana telah 

d iubah dengan Pe .aturan Oaerah Katamadya Oaerah Tingkat I I  

Majakerta Namor 1 0  Tahun 1 9 9 2  tentang Perubahan Pertama 

Peraturan Oaerah Katamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto 

Namor 5 Tahun 1979  Perusahaan Daerah Air M inum Katamadya 

Daerah Tingkat I I  Mojakerta ; 

b .  bahwa guna meningkatkan kinerja PDAMdalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, perlu d i lakukan penataan dan 

pemberian ident itas perusahaan ; 

c. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang­ 

undangan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, 

beberapa Peraturan Oaerah Kata Majakerto yang mengatur 

PDAMper lu d igant i  ;  

d .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a ,  b  dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perusahaan Oaerah Air Maja Tirta Kata Ma jokerto ;  

1 .  Pasal  1 8  ayat (6) Undang -Undang Oasar Negara Republ ik 

I ndones ia Tahun 1945 ;  
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2 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 1 9 5 0  tentang Pembentukan 

Oaerah-daerah Kata Keci l da lam L ingkungan Propinsi  Jawa 

T:mur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah d iubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 3  Tahun 1954  tentang 

Pengubahan Undang -Undang  Nomor 1 6  dan  1 7  Tahun 1 9 5 0  

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil d i  

Jawa (Lembaran Negara Republ ik  Indones ia  Tahun 1954  Nomor 

40 ,  Tambahan Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia Nomor 

551  ) ;  

3 .  U 1dahg-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah sebaga imana telah d iubah dengan Undang - undang 

Nomor 6 Tahun 1969  (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 1969  Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

I ndones ia  Nomor 290 1 )  ;  

4 .  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1 9 9 9  tentang Per l indungan 

Konsumen (Lembaran Negara Repub l i k  Indones ia Tahun 1999  

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia 

Nomor 382 1 )  ;  

5 .  Undang-Undang Norn or 28 Tahun 1999  tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi ,  

Kolus i ,  dan Nepotisme (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia Nomor 3 8 5 1 ) ;  

6 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Repub l ik  Indones ia  Tahun 2003 

Nomor 47 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ i k I ndonesia 

Nc mor 4286 )  ;  

7 .  Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang S umber Daya A i r 

(Lembaran Negara R e p ub l i k  Indones ia  Tahun 2004 Nomor 32 ,  

Tamba h an Lembaran Negara R epub l ik  I ndones ia  Nomor 437 7 )  ;  

8.  U n dang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang P emerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara R epub l ik  Indones ia  Tahun 2004 

Nomor 1 2 5 ,  T ambahan Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia 

Nomor 4437 ) ,  s ebaga imana t e lah beberapa kal i  d iubah terakhir 

dengan Undang - Undang  Nomor 1 2  Tahun 2 00 8  tentang 

P eu b a h a n  K e dua Atas Undang - Undan g  Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 

No: nor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Norn  or 4844)  ;  



3 

9. Undang-Undang  Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia  Tahun 2 0 1 1  Nomor 82 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik  Indones ia Nomor 5234) ; 

1 0 .  Peraturan Pemer intah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wi layah Kotamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto 

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3242); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 6  Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air M inum (Lernbaran 

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4490) ; 

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelo laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indones ia Tahun 2005 Nomor 1 4 0 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Repub l ik  Indones ia  Nomor 4578) ;  

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelo laan Sumber  Daya Air (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun  2008 Nomor 82 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Repub l ik  Indones ia  Nomor 4858 

1 4 .  Peraturan Menter i  Da lam Neger i  Nomor 1  Tahun 1984 Tentang 

Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di 

L ingkungan Pemer intah Daerah;  

1 5 .  Peraturan Menter i  Da lam Negeri Nomor 4 7 Tahun 1999  tentang 

Pedoman Pen i la ian  Kinerja Perusahaan Daerah A ir M i n u m  ;  

1 6 .  Peraturan M en t er i  Da lam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penge l olaan K euangan Daerah sebagaimana telah  

beberapa k a l i  d i ubah ,  terakh ir  dengan Peraturan Menteri Dalam 

N egeri N omor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menter i  Da lam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelo laan K euangan Daerah ;  

1 7 .  Peraturan Menter i  Da lam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Pedoman T e k n i s  cJ an Tata Cara Penga t uran Tarif  Air Minum 

Pada Perusahaan Daerah Air M inum ;  

1 8 .  Peraturan Menter i  Da lam Neger i  N omor 2 Tahun 2007 tentang 

O rgan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah A i r  M inum ;  

19 .Peraturan Men teri  Dalam Neger i  Nomor 1 7  Tahun 2007 tentang 

Pe d oman teknis Pen g elo l aan Barang Mi l i k  Daerah ; 
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20 .  Peraturan Menter i  Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Prociuk Hukum Oaerah; 

2 1 .  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

Kualitas Air 492/M EN KES/PER/IV/201 OtentangPersyaratan 

Min um;  

22 .  Peraturan Menter i  Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/lV/2010 

Tentang Tata Laksana Pengawasan Kual i tas Air Minum 

23 .  Keputusan Menter i  Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 

2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air 

M inum :  

24 .  Keputusan Menter i  Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 

tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Oaerah dengan Pihak 

Ket iga ;  

25 .Peraturan Dae rah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2 0 1 0  tentang 

Pengelo laan Barang Mi l ik  Pemerintah Kata Mojokerto; 

26 .  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Norn or . . .  Tahun 2 0 1 3  tentang 

Badan Usaha M i l i k  Oaerah 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

dan 

WALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH 

A IR  M I N U M  MAJA TIRTA KOTA MOJOKERTO. 

S A B I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1  

Dalam Peraturan Daerah in i  yang d imaksud dengan :  

1 .  Daerah adalah Kota Mojokerto. 

2 .  Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3 .  Walikota adalah Wal ikota Mo jokerto. 

4 .  Dewan Perwaki lan Rakyat Oaerah ,  yang selanjutnya disebut  DPRD, adalah Cewan 

Perwaki lan Rakyat Kota Mojokerto. 
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5.  Badan Usaha Mi l i k  Oaerah yang selanjutnya d isebut B U M D  adalah Badan Usaha 

Mili .k Oaerah yang d id i r ikan oleh Pemer intah Oaerah Kota Mojokerto dapat berbentik 

Perusahaan Oaerah atau Perseroan Terbatas.  

6 .  Perusahaan Oaerah Air M i num Maja Tirta Kota Mojokerto yang selanjutnya d isebut 

POAM adalah BUMD yang berbentuk perusahaan daerah yang bergerak d i  b idang 

usaha jasa layanan penyed iaan a i r  m i num di  Kota Mojokerto. 

7 .  Dewan Pengawas ada lah Dewan Pengawas PDAM. 

8 .  Direksi adalah Oireksi  PDAM. 

9 .  Air baku untuk a i r  m . n u m ,  yang selanjutnya d isebut a i r  baku ,  adalah air yang dapat 

d imanfaatkan oleh PDAM yang dapat  berasal dar i  mata a ir ,  sumber a ir  permukaan,  

cekungan a i r  tanah dan/atau a i r  hujan yang memenuhi  mutu baku tertentu sebagai 

a i r  baku untuk a i r  m inum .  

1 0 .  A i r  m i n  um ada lah a i r  m in  um un tuk kepe r luan rumah tangga dan non rumah tangga 

yang me la lu i  proses pengo l ahan atau tanpa proses pengo lahan yang memenuh i  

syarat kesehatan dan dapat  langsung d im inum 

1 1 .  Mata a i r  ada lah surnber  a i r  yang berasal  dar i  lap isan bawah tanahlaquifer yang 

muncu l  ke permukaan tanah secara a lamiah .  

1 2 .  A i r  permukaan ada lah  semua a i r  yang terdapat d i  permukaan tanah .  

1 3 .  Air tanah ada lah  a i r  yang terdapa t  da lam lap isan tanah atau batuan d i  bawah 

permukaan tanah .  

1 4 .  Sarana dan prasarana a i r  m inum adalah bangunan beserta pera latan dan 

per lengkapannya yang menghas i l kan ,  menyediakan dan mendistr ibus ikan a ir 

m inum untuk masyarakat .  

1 5 .  Pipa transmis i  a i r  ba cu ada lah p ipa pembawa air  baku dar i  bangunan penangkapan 

a ir  (intake) ke bak pe lepas tekan a tau bak tandon a ir .  

1 6 .  Pipa t ransmis i  a i r  bers ih ada lah p ipa pembawa air  bers ih dar i  sumber mata a ir  atau 

dar i  lnsta las i  Pengolahan A ir ( IPA )  ke reservoir/bak penampungan .  

1 7 .  Pipa d istr ibusi  ada lah p ipa pembawa a ir  m in um dar i  Reservoir yang disa lurkan 

kepada pelanggan .  

1 8 .  P ipa d inas  adalah pipa dan per lengkapannya yang menghubungkan p ipa distr ibusi 

dengan p ipa persi l  sampai dengan meter a i r .  

1 9 .  Pipa persi l  ada lah p ipa beserta peralatan dan per lengkapannya yang terletak da lam 

pe rs i l  pelanqqan sesudah meter a i r .  

20 .  Pers i l  ada lah seb idang tanah yang d imi l ik i /dikuasa i  oleh seseorang atau badan ,  

yang mempunyai  ukuran tertentu sesuai  dengan bukt i  kepemi l ikan tanah .  

2 1 .  Meter a i r  ada lah a la t  un tuk mengukur  vo lume pemaka ian a i r  o leh pelanggan da lam 

satuan waktu tertentu dan sudah d i tera oleh lembaga yang berwenang .  
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22.  lnstrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu 

k ipas,  kaca, magnit meter, register kapsu l ,  meter, tutup meter dan peralatan lainnya 

yang terdapat d i  da lam meter a i r .  

23 .  Segel meter ada lah segel yang d ipasang oleh instansi  yang berwenang untuk 

menandakan ketel i t ian meter sudah memenuh i  syarat. 

24 .  Segel  d inas ada lah  segel yang d ipasang o leh PDAM pada meter a i r  ke p ipa d inas 

dan p ipa persi l  untuk mencegah penya lahgunaan meter a i r  oleh pelanggan dar i  

jar ingan perp ipaan .  

25 .  Pe langgan ada lah orang perseorangan ,  ke lompok masyarakat atau badan yang 

mendapatkan jasa layanan penyed iaan a i r  m inum dar i  PDAM.  

26. Pelanggan pasif ada lah pero rangan atau sekelompok masyarakaUbadan yang 

statusnya sebagai  pe langgan tetap i  t idak menggunakan a i r  PDAM atau pemakaian 

a i r  O m3 (no l  meter kub i k ) .  

27 .  Eks pe langgan ada lah pe langgan  yang berhent i  men jadi pe langgan .  

28 .  Pihak la in  ada l ah  perorangan atau ke lompok masyarakat d i  l ua r  pe langgan .  

29 .  Badan ada lah sekumpulan orang dan /atau modal  yang merupakan kesatuan baik 

yang me lakukan usaha yang me l i pu t i  perseroan terbatas ,  perseroan komanditer ,  

pe rseroan la i nnya ,  3adan Usaha Mi l i k  Negara atau Daerah dengan nama dan 

da lam bentuk apapun ,  f i rma ,  kongsi ,  koperas i ,  dana pens iun ,  persekutuan, 

perkumpu lan ,  yayasan,  organ isas i  masa,  organisasi  sos ia l  pol i t ik ,  atau organisasi 

yang se jenis .  iembaga ,  bentuk usaha tetap dan bentuk usaha la innya .  

30.  lnsta lat i r  a i r  m i num ada lah sua tu badan usaha atau perorangan yang bergerak 

da lam peker jaan insta las i  a i r  rn inum dan  te lah memi l i k i  persyaratan sesuai  

peraturan perundang-undangan .  

3 1 .  Termina l  Air dan H id ran U m u m ,  yang selan jutnya d is ingkat  TAHU,  adalah sarana 

jasa layanan penyediaan a ir  m i nurn yang ter leb ih dahu lu  d i tampung da lam sebuah 

tangki atau bak dan pengamb i lannya d i lakukan o leh masyarakat dengan 

menggunakan jer igen atau a lat  se jen is .  

32. Tarif a i r  m inum ada l ah keb i jakan harga jua l  air m inum da lam set iap meter kub ik (rrr') 

atau satuan volume la innya sesua i  keb i jakan yang d i tentukan.  

33 .  Rekening air  m i n um adalah se jumlah uang yang harus d ibayar pelanggan atas 

pemakaian a ir  selarra 1  (satu) bu lan d i ka l ikan dengan tar if yang ber laku ditambah 

b iaya administrasi  dan biaya pemel iharaan meter a i r .  

34. Rencana Strateg is B isn is yang selan jutnya d is ingka t  Renstrab is ada lahrencana 

rencana strateg is bisnis BUMD yang d i susun da lam jangka waktu l ima tahun.  

35 .  Penyediaan A ir M inum ada lah keg iatan menyed iakan a i r  minum untuk memenuh i  

kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan 

produktif . 
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BAB I I  

DASAR PENDIRIAN 

Pasa! 2 

POAM adalah suatu BUMD yang d id i r ikan berdasarkan Peraturan Oaerah Kotamadya 

Oaerah Tingkat I I  Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979  tentang Perusahaan Oaerah Air 

Minum Kotamadya Oaerah Tingkat I I  Mojokerto yang telah d iubah dengan Peraturan 

Oaerah Kotoamadya Oaerah Tingkat I I  Mojokerto Nomor 1 0  Tahun 1992  Tentang 

Perubahan Pertama Peraturan Oaerah Kotamadya Oaerah Tingkat I I  Mojokerto Nomor 

5 Tahun 1 9 7 9  tentang Perusahaan Daerah Air M inum Kotamadya Oaerah Tingkat 1 1  

Mojokerto. 

BAB I l l  

ANGGARAN DASAR PDAM 

Bag ian  Kesatu 

Nama,  Kedudukan Hukum,  Asas,  Tujuan ,  Ruang L ingkup ,  

dan Wi layah Usaha 

P a s a l 3  

( 1 )  PDAM diber i  nama Maja Tirta dan menggunakan logo yang ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota atas usu lan  D i reks i  mela lu i  Dewan Pengawas. 

(2) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat d i  Kata Mojokerto. 

P a s a l 4  

Penyelenggaraan PDAM berdasarkan asas kelestar ian, keseimbangan,  kemanfaatan 

umum,  keterpaduan dan keserasian ,  keberlanjutan, kead i lan ,  kemandir ian,  serta 

transparansi dan akuntabi l i tas. 

P a s a l 5  

( 1 )  Tujuan PDAM adalah tu rut serta melaksanakan :  

a .  pembangunan daerah ;  

b. meningkatkan pendapatan as l i  daerah ;  

c . meningkatkan kesejahteraan dan memenuh i  kebutuhan masyarakat ;  dan 

d .  member ikan jasa layanan penyed iaan a i r  m inum da lam rangka untuk memenuh i  

kebutuhan a i r  m inum masyarakat secara berkes inambungan dengan 

mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keter jangkauan 

masyarakat .  
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(2) Untuk mencapai  tujuan sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  PDAM mempunyai 

kegiatan mengelo la  dan  pend istr ibus ian a i r  m inum yang memenuhi  standar 

kesehatan dan memenuh i  syarat bag i  masyarakat, secara merata,  tertib dan teratur. 

(3) Penge lo laan keq iatan sebaga imana d imaksud  pada ayat (2) berpegang pada 

pr ins ip-pr ins ip  ekonomi perusahaan dengan t idak me lupakan  fungs i  sos ia l .  

Pasa l  6  

(  1 )  Ruang l ingkup pe layanan PDAM mel iput i  semua bentuk pe layanan yang berkaitan 

dengan a ir  m inum dan non a i r  yang mendukung pend ist r ibus ian a i r  m i n u m .  

(2) PDAM dapat mengembangkan usaha ba ik  yang berkai tan dengan penge lo laan a ir  

minum maupun  se la in  a i r  m i n u m .  

(3) Pengembangan usaha sebaga imana d imaksud pada ayat (2) harus mendapat 

persetujuan Wal ikota.  

P a s a l 7  

Wilayah usaha PDAM mel iput i  se luruh wi layah Daerah Kota Mojokerto dan sekitarnya. 

Bag ian  Kedua 

Permodalan 

Pasal  8 

Modal PDAM terdir i  atas kekayaan daerah yang d ip isahkan sebesar Rp. 

8 . 1 9 4 .  700 .458 ,00 (de lapan mi lyar seratus sembi lan pu luh  em pat juta tujuh ratus r ibu 

empat ratus l ima pu luh  de lapan r u p i a h ) .  

B a g i a n  Ketiga 

S u s u n a n  Organ isas i  dan  Tata Kerja PDAM 

Pasa l  9  

Susunan  Organ isas i  dan Tata Kerja PDAM di tetapkan dengan Peraturan Wa l ikota .  

B a g i a n  Keempat 

Organ 

Pasal  1 0  

Organ PDAM terdir i  da r i  :  

a .  Walikota selaku pemi l i k  moda l  ;  

b.  Dewan Pengawas ;  dan  

c. D i reks i .  
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Bag ian  Ke l ima 

Direksi  

Paragraf 1 

Pengangkatan 

Pasal  1 1  

( 1 )  Direksi d iangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.  

(2) Batas usia Direksi yang berasa l  dar i  luar PDAM pada saat d iangkat pertama kali 

berumur pal ing t ingg i  50 ( l ima pu luh)  tahun.  

(3) Batas usia Direksi yang berasal  dar i  PDAM pada saat diangkat pertama kali 

berumur pa l ing t ingg i  55 ( l ima p u l u h  l ima) tahun .  

(4) Jabatan Direksi  berakh i r  pad a saat yang bersangkutan berumur pa l ing t inggi 60 

(enam) pu luh  tahun .  

(5) Direksi  da lam menja lankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota mela lu i  

Dewan Pengawas. 

Pasal  1 2  

( 1 )  Calon Direksi  memenuh i  persyaratan :  

a .  Warga Negara Indones ia  ;  

b .  sehat jasmani  dan rohani  ;  

c. mempunyai  pend id ikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S- 1 )  atau yang 

sederajat ;  

d .  mempunya i  pengalaman kerja 1 0  tahun bagi yang berasal  dar i  PDAM atau 

mempunyai  penga laman kerja m in ima l  1 5  tahun menge lo la  perusahaan bagi  

yang bukan berasa l  dar i  PDAM yang d ibukt ikan dengan surat keterangan 

(referensi) dar i  perusahaan sebelumnya dengan pen i la ian  ba ik  ;  

e .  bukan pengurus dan/atau anggota partai po l i t ik ;  

f. l u l us  pe lat ihan r'ianajemen a i r  m inum d i  dalam atau d i  l uar  negeri yang telah 

terakreditasi  d ibukt ikan dengan sertif ikasi atau i jazah ; 

g .  membuat  dan  menyaj ikan proposal  mengenai  vis i  dan mis i  PDAM ; 

h .  bersedia bekerja penuh waktu ; 

1 .  t idak ter ikat hubungan ke luarga dengan Wal ikota/Waki l  Wal ikota atau Dewan 

Pengawas atau Di reks i  la innya sampai  derajat ketiga menurut gar is lurus atau 

ke' samp ing termasuk menantu dan ipar  ;  dan 

J .  l u lus  uji ke layakan dan  kepatutan yang d i laksanakan o leh t im seleksi yang 

d i tunjuk oleh Wal ikota .  

(2) Pengangkatan Direksi sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 )  d i tetapkan dengan 

Keputusan Wal ikota.  
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Pasal 1 3  

(  1 )  Jumlah Direksi PDAM ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan 

a.  1  (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 ;  

b .  pal ing banyak 3 (t iga) orang Direksi untuk jumlah pe langgan dar i  30 .001  sampai 

dengan 100 .000  ;  dan 

c. pa l ing banyak 4 (empat) orang Direksi  untuk jum lah  pe langgan diatas 100 .000 .  

(2) Penentuan jum lah  Direksi sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  huruf b dan c 

d i lakukan berdasarkan asas kebutuhan operas iona l  dengan mempertimbangkan 

ef is iensi  dan efektivitas pengurusan dan pengelo laan PDAM. 

(3) Direksi ber jumlah pa l ing banyak 3 ( t iga) atau pa l i ng  banyak 4 (empat) orang 

sebagaimana d imaksud pad a ayat (  1 )  huruf b dan c, seorang diantaranya d iangkat 

sebagai  Direktur Utama berdasarkan pen i la ian  terbaik atas has i l  uji kelayakan dan 

kepatutan yang d i lakukan oleh Wal ikota terhadap seluruh Direksi .  

(4) Masa jabatan Direksi sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  se lama 4 (em pat) tahun 

dan dapat d iangkat  kembal i  untuk 1  (satu) ka l i  masa jabatan .  

(5) Pengangkatan kembal i  sebaga imana d imaksud pad a ayat (4) d i lakukan apab i la  

Direksi terbukti mampu men ingka tkan  kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan a i r  

m inum kepada masyarakat se t iap tahun .  

Pasal  1 4  

( 1 )  D i reksi  d i l a rang  memangku jabatan ranqkap ,  yakn i  :  

a .  jabatan s t ruktura l  atau fungs iona l  pada instans i / lembaga Pemerintah ,  

Peme r i n tah Prov i ns i  dan Peme r in tah Daerah ;  

b .  anggota Direksi pada B U M D  la innya ,  B U M N ,  dan badan usaha swasta ; 

c .  jabatan yang dapat men imbu lkan  benturan kepent ingan pada PDAM; dan/atau 

d .  jabatan la innya sesua i  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .  

(2) Direksi t idak bo leh :nempunyai kepent ingan pr ibadi  secara langsung atau t idak 

langsung yang dapat men imbu lkan  benturan kepent ingan pada PDAM .  

Paragraf 2 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 1 5  

Direksi mempunyai  tugas :  

a.  menyusun perencanaan ,  melakukan koord inasi dan pengawasan seluruh 

keg iatan operasional PDAM; 

b.  memb ina pegawa i  ;  

c . mengurus dan menge lo la kekayaan PDAM; 
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d .  rnenyelenqqarakan admin is t ras i  umum dan keuangan ;  

e .  menyusun Renstrabis dan  RKA T (business/corporate plan) yang d isahkan oleh 

Walikota mela lu i  usu l  Dewan Pengawas ;  

f. menyusun dan menyampaikan Rencana Pembangunan dan pengembangan dan 

Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dar i  Renstrabis 

(business plan/corporate plan) kepada Walikota mela lu i  Dewan Pengawas ;  dan 

g .  menyusun dan  menyampaikan laporan se luruh kegiatan PDAM. 

Pasa l  1 6  

( 1 )  Laporan sebagaimana d imaksud da lam Pasal  1 5  huruf  g terdir i dar i  Laporan 

Triwulan dan Laporan Tahunan .  

(2) Laporan Tr iwulan sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  terdir i  dar i  laporan kegiatan 

operasional dan keuangan yang d i sampa ikan kepada Dewan Pengawas.  

(3) Laporan Tahunan sebagaimana d irnaksud pada ayat ( 1 )  terdir i  dar i  laporan 

keuangan yang telah d iaud i t  dan  laporan manajemen yang d i tandatangan i  bersama 

Direksi dan  Dewan Pengawas d isampa ikan kepada Wal ikota .  

(4) Laporan Tahunan sebaga imana d imaksud pada ayat (3) d isampa ikan pa l ing lambat 

1 2 0  (seratus dua pu luh )  har i  sete lah tahun buku PDAM d i tu tup untuk d isahkan o leh 

Walikota pa l ing lambat da lam waktu 30 (t iga pu luh )  hari sete lah d i ter ima .  

(5)  Direksi menyebar luaskan Laporan Tahunan mela lu i  media massa pa l ing lambat 1 5  

( l ima belas) har i  setelah d isahkan o leh Walikota. 

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang t idak menandatangan i  Laporan 

Tahunan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) harus d isebutkan alasannya secara 

tertul is .  

Pasal 1 7  

Direksi da lam melaksanakan tugas sebaga imana d imaksud da lam Pasal  1 5  mempunyai  

wewenang :  

a .  rnengangkat ,  memberhent ikan .  dan memutasi pegawai PDAM berdasarkan 

Peraturan Kepegawaian PDAM ; 

b .  menyusun konsep struktur organ isas i  dan tata kerja PDAM dengan persetujuan 

Dewan Pengawas untuk d ia jukan persetujuan kepada Walikota ; 

c. mengangkat  pegawai untuk menduduk i  jabatan dibawah Direksi ;  

d .  mewaki l i  PDAM d i  da lam dan d i  l uar  pengadi lan ;  

e .  menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewaki l i  PDAM; 

f. menandatangan i  Laporan Tr iwulan dan Laporan Tahunan ;  

g .  menjua l ,  menjaminkan atau melepaskan aset m i l i k  PDAM berdasarkan 

persetujuan Wal ikota atas pert imbangan Dewan Pengawas sesuai  dengan 

ketentuan perundang-undangan yang ber laku;  
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h .  melakukan pmjarnan,  mengikatkan d i r i  da lam perjanj ian ,  dan melakukan 

kerjasama dengan p ihak  la in  dengan persetujuan Wal ikota atas pertimbangan 

Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM sesuai  dengan ketentuan 

perundang-undangan yang ber lak .u .  

Pasa !  1 8  

Untuk mendukung ke lancaran penge lo laan PDAM, Direks i  dapat d iber ikan dana 

representat if pa l ing banyak 75% ( tu juh pu luh  l ima persen) dar i  jumlah penghasi lan 

Direksi da lam 1  (satu) tahun .  

Paragraf 3 

Penunjukkan  Pejabat Sementara 

Pasal  1 9  

( 1 )  Apabi la sampai  berakhir  masa jabatan Direksi ,  pengangkatan Direksi baru masih 

da lam proses penyelesaian,  vval iko:a dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang 

lama atau seorang Pejabat Struktural  PDAM sebagai pejabat sementara. 

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 

dengan Keputusan \J'/alikota. 

(3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pal ing lama 6 

(enam) bu lan .  

(4) Pejabat sementara sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  t idak d i lakukan pelantikan 

dan pengambi lan sumpah jabatan .  

Paragraf 4 

Penghas i lan ,  Jasa Pengabd i an  dan Cut i  

Pasa l  20 

( 1 )  Penghas i lan D i reksi  terdir i  dar i  gaj i  dan  tunjangan .  

(2) Tunjangan sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  terdir i dar i  :  

a .  tun jangan kesehatan ;  

b.  tun jangan is tr i /suarni dan anak pa l i ng banyak 2 (dua )  orang anak ;  

c .  tunjangan jabatan ,  dan 

d .  tun jangan har i  raya. 

(3) Besarnya gaj i  Direktur U tama pa l i ng t ingg i  sebesar 2 , 5  kal i  penghas i lan peqawai 

tert inggi .  

(4) Besarnya ga j i  O i rektur pa l inq  t i ngg i  sebesar  90% gaji O i rek tur U tama .  

(5) Oa lam ha l  PDAM mempero leh keun tungan ,  D i reks i  memperoleh bagian dar i  jasa 

produks i .  
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(6) Besarnya gaj i ,  tunjangan dan bag ia n  dar i  jasa produksi  sebaga imana d imaksud 

pada ayat (1  ) ,  ayat (2) ,  dan ayat (3) d itetapkan o leh Walikota setelah 

memperhat ikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM. 

(7) Jumlah se luruh biaya untuk penghas i lan  Direksi ,  penghas i lan  Dewan Pengawas 

penghasi lan pegawai dan biaya tenaga kerja la innya t idak boleh melebih i  40% 

(empat pu luh  persen) dar i  total biaya berdasarkan real isasi  Anggaran Perusahaan 

Tahun Anggaran yang l a l u .  

Pasal  21 

( 1 )  Direksi  set iap masa akhir  jabatan d iber ikan uang jasa pengabdian yang besarnya 

ditetapkan oleh Wal ikota berdasarkan usul  Dewan Pengawas dan kemampuan 

keuangan PDAM. 

(2) Direksi  yang d iberhent ikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat 

diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana d imaksud pad a ayat ( 1 )  dengan 

syarat telah menjalankan tugasnya pa l ing sedikit  1 (satu) tahun .  

(3) Besarnya uang jasa penqabdian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) 

d idasarkan atas perh i tungan lamanya bertugas d ibag i  masa jabatan d ika l ikan 

penghas i lan  bu lan  terakh i r .  

Pasa l  22 

( 1 )  Direksi memperoleh hak cut i  mel iput i  :  

a .  cuti tahunan ;  

b .  cuti besar ;  

c. cuti sakit  ;  

d .  cuti karena a lasan pent ing atau cut i  untuk menunaikan ibadah haji ;  

e .  cuti n i kah  ;  

f. cuti bersal in  ;  dan/atau 

g .  cuti d i  l uar  tanqqunqan PDAM. 

(2) Direksi  yang menja lankan cuti sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  tetap diberikan 

penghas i lan  penuh kecual i  cuti d i  l ua r  tanggungan PDAM. 

(3) Pe laksanaan cuti  sebaga imana d imaksud  pada ayat ( 1  ) ,  d ia tur  leb ih  lanjut mela lu i  

Peraturan Wal ikota .  

Paragraf 5 
Pemberhent ian  

Pasal  23 

( 1 )  Direks i  berhent i  karena : 

a .  masa jabatannya berakhir  ;  dan 
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b .  meninggal dun ia .  

(2) Direksi d iberhent ikan karena : 

a .  permintaan sendir i  ;  

b .  reorganisasi ;  

c. melakukan t indakan yang merug ikan PDAM ; 

d .  melakukan t indakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan 

daerah atau negara ; 

e .  mencapai batas usia 60 (enam pu luh )  tahun ;  

f. t idak dapat melaksanakan tugasnya;  dan 

g .  d ihukum karena melakukan t indak p idana dengan ancaman pidana pa l ing sedikit 

5 ( l ima) tahun berdasarkan putusan pengadi lan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

(3) Pemberhent ian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Walikota. 

Pasal 24 

( 1 )  Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (2) huruf c dan huruf d d iberhent ikan sementara oleh Walikota atas usul  Dewan 

Pengawas untuk jangka waktu pa l ing lama 1 (satu) bu lan .  

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )  ditetapkan 

olehWalikota d i serta .  dengan a lasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan .  

Pasa l  25 

( 1 )  Pa l ing lam bat 1 (satu )  bu Ian sejak pemberhent ian sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ,  Dewan Pengawas melakukan s idang yang d ihadir i  o leh 

D i reksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhent ikan atau d i rehabi l i tasi .  

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasi l  s idang sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( 1 )  sebaga i  bah an Walikota untuk memberhentikan a tau 

merehabi l i tas i .  

(3) Apabi la da lam pers idangan sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  D i reksi  t idak hadir  

tanpa a lasan yang sah ,  yang bersangkutan d ianggap mener ima has i l  s idang Dewan 

Pengawas. 

(4) Apabi la perbuatan yang d i lakukan oleh Direks i  merupakan t indak pidana dengan 

putusan bersalah d a n  telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan 

d iberhent ikan dengan t idak hormat .  
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Bag ian  Keenam 

Dewan Pengawas 

Paragraf 1 

Pengangkatan 

Pasal 26 

Dewan Pengawas berasa l  dar i  unsu r  pejabat Pemer intah Daerah ,  profesional dan/atau 

masyarakat konsumen yang d iangkat  oleh Wal ikota .  

Pasal  27 

( 1 )  Ca Ion anggota Dewan Pengawas memenuh i  persyaratan : 

a .  ba.as us ia pa l ing t ingg i  65 (enam pu luh  l ima) tahun ;  

b .  mempunyai  pend id ikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S- 1 )  atau yang 

sedera jat ;  

c. menguasai  manajemen PDAM ; 

d .  menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;  

e. t idak terikat hubungan  keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan 

Pengawas yang la in atau Direks i  sampai  derajat ketiga baik menurut garis lurus 

atau kesamping terrnasuk menantu dan i p a r ;  

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  

ditetapkan dengan Keputusan Wal ikota .  

Pasal 28 

( 1 )  Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan 

dengan ketentuan : 

a .  pa l ing banyak 3 (t iga) orang untuk j um lah  pelanggan sampai  dengan 30.000;  

dan 

b .  pa l ing banyak 5 , : l ima) orang untuk j um lah  pe langgan d i  atas 30 .000 .  

(2) Penentuan jum lah  Dewan Pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  

d i l akukan  berdasarkan asas ef is iens i  pengawasan dan efektifitas pengambi lan 

keputusan.  

(3) Anggota Dewan Pengawas sebaga imana d irnaksud pad a ayat ( 1 )  diangkat seorang 

sebaga i  Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap 

anggota dengan Keputusan Wa l i kota .  

Pasal  29 

1 )  Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pa l ing lama 3 ( t iga)  tahun dan dapat 

d iangkat  kembal i  untuk 1  (satu) ka l i  masa jabatan .  

(2) Pengangkatan kembal i  anggota Dewan Pengawas sebaga imana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dibuk t ikan dengan kinerja da lam melakukan pengawasan terhadap 
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pelaksanaan keg iatan Direks i  dan  kemampuan PDAM da lam meningkatkan kinerja 

dari jasa layanan penyed iaan a i r  rn inurn kepada masyarakat .  

Paragraf 2 

Tugas  dan Wewenang 

Pasal  30 

Dewan Pengawas mempunya i  tugas :  

a .  melaksanakan pengawasan ,  pengendal ian dan pembinaan terhadap 

pengurusan dan penge lo laan PDAM ;  

b .  member ikan pertimbangan dan  saran kepada Wal ikota diminta atau t idak 

d im in ta  guna  perba ikan dan  pengembangan PDAMantara la in pengangkatan 

D i ,  eks i ,  program kerja yang d ia jukan o leh Di reks i ,  rencana perubahan status 

kekayaan PDAM, rencana p in jaman dan ikatan hukum dengan p ihak la in ,  serta 

menerima, memer iksa dan/atau menandatangani  Laporan Tr iwulandan Laporan 

T a h u n a n ;  

c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Pembangunan dan 

Pengembangan(business plan/corporate plan), dan Anggaran Tahunan PDAM 

. yang d ibuat Direksi  kepada Wal ikota untuk mendapat pengesahan ;  dan 

d .  mengadakan rapat dengan Direksi pa l ing sedikit 3 (t iga) bu lan sekal i .  

Pasal 31 

Dewan Pengawas da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 30,  

mempunyai  wewenang sebagai  ber ikut  :  

a .  meni la i  kinerja Direksi da lam mengelo la PDAM ; 

b .  meni la i  Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi 

untuk mendapat pengesahan Walikota ; 

c. meminta keteranqan Direksi mengenai  pengelolaan dan pengembangan PDAM 

d .  mengusu lkan pengangkatan ,  pemberhent ian sementara,  rehabi l i tas i ,  dan 

pemberhent ian Direksi kepada Wal ikota.  

Paragraf 3 

Sekretar iat  Dewan Pengawas 

Pasa l  32 

(  1 )  Untuk membantu ke ancaran tu gas Dewan Pengawas dapa t  d ibentuk Sekretariat 

Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.  

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  beranggotakan 

pa l ing banyak 3 (t iga) orang yang terd ir i  dar i  :  
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a .  2  (dua)  orang berasal  dar i  PDAM; dan 

b .  1  (satu) orang berasal dar i  Baq ian yang membidang i  perekonomian pada 

Sekretariat Daerah .  

(3) Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengawas d ibebankan pada PDAM. 

(4) Sekretariat Dewan Pengawas bertempat d i  kantor PDAM. 

(5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  

dan ayat (2) memperhat ikan ef is iens i  pembiayaan PDAM. 

Paragraf 4 

Penghas i l an  dan Jasa Pengabd ian 

Pasa l  33 

Dewan Pengawas d iber ikan penghas i lan  berupa uang jasa .  

Pasal  34 

( 1 )  Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa pal ing ban yak 45 

% (ernpat pu luh  l ima persen) dar i  gaj i  Direktur Utama. 

(2) Sekretar is Dewan Pengawas merangkap anggota mener ima uang jasa pa l ing 

banyak 40 % (empat pu luh  persen) dar i  gaj i  Direktur Utama.  

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas mener ima uang jasa pa l i ng  banyak 35 % (tiga 

pu l uh  l ima persen) dar i  gaj i  D i rektur Utama.  

Pasal 35 

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan ,  Dewan Pengawas memperoleh bagian dari 

jasa produksi secara propors ionaldengan berpedoman pada ketentuan Pasal 34. 

Pasal 36 

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 dan Pasal 35 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan PDAM. 

Pasa l  37 

( 1 )  Dewan Pengawas mendapat  uang jasa pengabd ian yang besarnya ditetapkan oleh 

Walikota dengan memperhat ikan kemampuan keuangan PDAM. 

(2) Dewan Pengawas yang d iberhent ikan dengan hormat sebelum masa jabatannya 

berakhir ,  mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat te l a h  m e n j a l a n k a n  

t u gasnya p al ing sedik i t  1  (satu )  t a h u n .  
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(3) Besarnya uang jasa pengabd ian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) 

d idasarkan atas perh i tungan lamanya tugas d ibag i  masa jabatan dikal ikan uang jasa 

bulan terakhir .  

Paragraf 5 

Pemberhent ian  

Pasal  38 

( 1 )  Anggota Dewan Pengawas berhent i  karena :  

a .  masa jabatannya berakhi r ;  a tau 

b .  men ingga l  d u n i a .  

(2) Anggota Dewan Pengawas d iberhent ikan karena :  

a .  permintaan sendir i  ;  

b .  reorganisasi  ;  

c. mencapai  batas us ia 65 (enam pu luh  l ima)  tahun ;  

d .  t idak dapat melaksanakan tug as ; 

e .  melakukan t indakan yang merug ikan PDAM ;  

f. melakukan t indakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan 

Daerah atau Negara;  dan 

g .  d ihukum karena melakukan t indak p idana dengan ancaman pidana pal ing 

sedikit 5 ( l ima)  tahun berdasarkan putusan pengad i lan yang telah mempunyai  

kekuatan hukum tetap. 

(3) Pemberhent ian anqqota Dewan Pengawas sebagaimana d imaksud pacJa ayat (2) 

ditetapkan oleh Wal ikota.  

Pasal  39 

( 1 )  Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebaga imana d imaksud 

da lam Pasal  38 ayat (2) huruf  g  dan  huruf  h  d iberhent ikan sementara oleh Wal ikota.  

(2) Pemberhent ian sementara sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  d i tetapkan dengan 

Keputusan Wal ikota.  

Pasa l  40 

( 1 )  Pa l ing lam bat 1 (satu)  bu Ian  sejak pemberhent ian sementara ,  Walikota 

melaksanakan rapat yang d ihad i r i  oleh anggota Dewan Pengawas untuk 

menetapkan y ang be r sangkutan d iberhent ikan atau d i rehabi l i tas i .  

(2) A pabi la da lam waktu 1 (satu) bu lan  Wal iko ta belum melakukan rapat s ebagaimana 

d imaksud pad a ayat ( 1 )  pemberhent ian sementara batal demi hukum .  
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(3) Apabi la da lam pers idangan sebagaimana d imaksud pad a ayat ( 1 )  anggota Dewan 

Pengawas t idak had i r  tanpa a lasan yang sah ,  yang bersangkutan d ianqqap 

mener ima has i l  rapat. 

(4) Apabi la perbuatan yang d i l akukan  o leh anggota Dewan Pengawas merupakan 

t indak p idana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan 

diberhent ikan denqan t idak hormat .  

BAB IV 

KEPEGAWAIAN 

Bag ian  Kesatu 

Pengangkatan 

Pasal 41 

( 1 )  Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuh i  persyaratan :  

a .  Warga Negara Repub l ik  Indones ia  ;  

b .  berkelakuan baik dan t idak pernah d ihukum karena melakukan t indak pidana 

dengan ancaman pidana pa l i ng  sedik it  5 ( l ima)  tahun berdasarkan putusan 

pengadi lan yang te lah mempunyai  kekuatan hukum tetap; 

c. mempunyai  pendid ikan ,  kecakapan dan keahl ian yang d iper lukan ;  

d .  dinyatakan seha: oleh rumah sakit  umum yang d i tunjuk oleh Direksi ;  

e. berusia pal ing t ingg i  35 (tiga pu luh  l ima) tahun ;dan 

f. lu lus seleksi .  

(2) Pengangkatan pegawai di lakukan setelah melalu i  masa percobaan pal ing singkat 3 

(t iga) bulan dan pal ing lama 6 (enam) bu lan dengan ketentuan memenuhi daftar 

peni la ian kerja setiap unsur  pa l ing sedikit berni la i  baik .  

(3) Selama masa percobaan sebagaimana d imaksud ayat (2) d i lakukan peni laian 

m e l i p u t i :  

a .  loyal i tas ;  

b .  kecakapan ;  

C. kejujuran ;  

d .  kerjasama ; 

e .  prestasi  kerja ; 

f' keraj inan ;  dan 

g .  kesehatan. 

(4) Apabi la pada akh i r  masa percobaan calon pegawai t idak memenuh i  persyaratan 

sebaga imana d imaksud pada ayat (3 ) ,  dapat d ibe rhent ikan tanpa mendapat uang 

pesangon .  
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Pasa l  42 

( 1 )  Oireksi  dapat mengangkat  tenaga konlrak dengan pember ian honorar ium yang 

besarnya d i tetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah 

M in imum Kota. 

(2) Tenaga kontrak sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 )  t idak d iperbolehkan 

menduduk i  jabatan .  

Pasal  43 

( 1 )  Batas us ia pens iun pegawai PD/:>,M ada lah 56 ( l ima pu luh  enam) tahun .  

(2) Pegawai yang memasuk i  masa pens iun dapat d iber ikan kenaikan pangkat 

pengabdian setingkat leb ih t inggi  dar i  pangkatnya dengan ketentuan pa l ing sedikit 

telah 2 (dua) tahun da lam pangkat terakhir .  

Bag ian  Kedua 

Penghas i lan  dan Cuti 

Pasal  44 

( 1 )  Pegawai PDAM berhak atas gaj i ,  tunjangan dan penghasi lan la innya yang sah 

sesuai dengan pangkat,  jen is pekerjaan dan tanggung jawabnya. 

(2) Tunjangan sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  mel iput i :  

a .  tun jangan pangan ;  

b .  tun jangan kesehatan ; dan  

c. tunjangan la innya .  

(3)  Tunjangan kesehatan sebaga imana d imaksud pada ayat (2) huruf b d iber ikan 

kepada pegawai beserta ke luarga yang menjad i  tanggungannya .  

(4) Tunjangan kesehatan sebaga imana d imaksud pada ayat (2) huruf  b mel iput i  

pengobatan dan/atau perawatan d i  rumah sakit ,  k l i n ik ,  dan la in - la in .  

(5) Pe laksanaan pember ian tunjangan sebaga imana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

ditetapkan dengan Keputusan D i reks i .  

(6) Pemberian hak sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  d isesua ikan dengan 

kemampuan keuangan PDAM. 

Pasa l  45 

( 1 )  Penyusunan ska la gaj i pegawai POAM dapat mengacu pad a p r ins ip-pr ins ip  ska la 

gaj i  Pegawai Neger i  S i p i l  yang d isesua ikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

keuangan PDAM .  

(2) Ketentuan ga j i  pegawai PDAM sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  ditetapkan 

dengan Keputusan D i reks i .  
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Pasal 46 

( 1 )  Pegawai yang beristr i/bersuami d iber ikan tunjangan istr i/suami pal ing t inggi  1 0  %  

(sepu luh persen) dari gaj i pokok. 

(2) Pegawai yang mempunyai  anak yang berumur kurang dar i  2 1  (dua pu luh satu) 

tahun ,  be lum mempunya i  penghas i lan sendir i  dan be lum atau t idak menikah 

d iber ikan tunjangan anak sebesar 5 % ( l ima persen) dar i  gaji pokok untuk setiap 

anak .  

(3) Turijangan anak sebaga imana d imaksud pada ayat (2) dapat  d iperpanjang sampai 

umur  25 (dua pu luh  l ima) tahun ,  da lam hal  anak mas ih  bersekolah/kul iah yang 

d ibukt ikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan t ingg i .  

(4) Tunjangan anak sebaga imana d imaksud pada ayat (2) d iber ikan pa l ing banyak 

untuk 2 (dua) orang anak .  

Pasal  47 

( 1 )  Pegawai berhak atas j am inan  har i  tua yang dananya d i h impun  dar i  usaha POAM 

dan iuran pegawai POAM.  

(2) Besarnya tunjangan jam inan  har i  tua sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  

d idasarkan atas perh i tungan gaj i .  

Pasal  48 

Dalam ha l  POAM mempero leh keun tungan ,  pegawai PDAM d iber ikan bagian dar i  jasa 

produksi  sebesar 1 0  %  dar i  laba sete lah d ikurang i  pajak. 

Pasal 49 

( 1 )  Pegawai yang memi l i k i  n i la i  rata-rata baik da lam Oaftar Pen i la ian Kerja pegawai 

d iber ikan kenaikan gaj i  berka la sesua i  dengan kemampuan keuangan PDAM. 

(2) Apab i la  yang bersangkutan be lum memenuhi  persyaratan sebaga imana d imaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  kena ikan gaj i  berka la d i tunda pa l i ng lama 2 (dua )  t ahun .  

Pasa l  50 

( 1 )  Pegawai memperoleh hak cut i  mel ipu t i  :  

a .  cuti tahunan ;  

b .  cut i besar ;  

c. cuti sak it ;  

d .  cut i  karena a lasan pent ing atau un tuk menuna ikan ibadah haji ;  

e .  cuti n ikah ;  

f. cuti bersa l in ;  dan 

g .  cut i  d i  l uar  tanggungan PDAM. 
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(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana yang dimaksud pad a ayat ( 1 )  tetap 

diber ikan penqhas i lan  penuh ,  kecual i  cuti di luar tanggungan PDAM . 

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1  ) ,  d iatur lebih lanjut oleh 

Wal ikotadengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan .  

Bag ian Ketiga 
Penghargaan dan Tanda Jasa 

Pasal  51 

( 1 )  Direksi member ikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja 

secara terus menerus selama 1 0  tahun ,  20 tahun ,  dan 30 tahun yang besarnya 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM. 

(2) Direksi  memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi 

yang luar  b iasa da lam pengembangan PDAM. 

(3) Pember ian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebaga imana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  dan  ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi .  

Bag ian  Keempat 
Kewa j iban dan Larangan 

P a s a l 5 2  

Setiap pegawai wajib :  

a .  memegang teguh dan mengama lkan Pancasi la dan melaksanakan Undang- 

Undang Dasar Negara Repub l ik  Indones ia Tahun 1945  ;  

b .  mendahu lukan kepent ingan PDAM diatas kepent ingan lainnya ;  

c. mematuhi  dan menaat i  sega la kewa j iban dan  larangan ;  dan 

d .  memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan .  

Pasa l  53 

Pegawai d i larang :  

a .  me lakukan kegiatan yang merug ikan PDAM, Daerah ,  dan/atau Negara ;  

b.  menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi d ir i  sendir i  

dan/atau orang la in yang merugikan PDAM ; dan 

c .  mencemarkan nama baik PDAM ,  Daerah dan/atau Negara .  

Bag ian Ke l ima 
Pelanggaran dan Pemberhentian 

Pasa l  54 

( 1 )  Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman .  
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(2) Jen is hukuman sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  me l i pu t i  :  

a .  teguran l isan ;  

b .  teguran tertul is ;  

c. penundaan kena ikan gaj i  berka la ;  

d .  penundaan kena ikan p a n g k a t ;  

e .  penurunan pangkat  ;  

f. pembebasan jabatan ;  

g .  pemberhent ian sementara;  

h .  pemberhent ian dengan hormat ;  dan 

1 .  pemberhent ian dengan t idak hormat.  

(3) Pelaksanaan penjatuhan h u k u m a n  sebagaimana d imaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Keputusan D i reks i .  

P a s a 1 5 5  

( 1 )  Pegawai PDAM d iberhent ikan sementara apab i la  d iduga telah melakukan larangan 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal  53 dan/atau t indak p idana .  

(2) Pemberhent ian sementara sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  pa l ing lama 6 

(enam) bu lan atau adanya putusan pengad i lan  yang berkekuatan hukum tetap atas 

dugaan t indak p idana yang d i lakukan .  

P a s a l 5 6  

( 1 )  Pegawai PDAM yang d iberhent ikan sementara sebagaimana d imaksud dalam Pasal 

54, mula i  bulan berikutnya d iber ikan 50% ( l ima pu luh persen) dar i  gaj i .  

(2) Dalam hal  pegawai yang d iberhent ikan sementara sebagaimana dimaksud oada 

ayat ( 1 )  t idak terbukti bersa lah ,  pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan 

kembali  da lam jabatan yang sama can berhak menerima sisa penghasi lan yang 

belum diter ima. 

(3) Dalam hal  pegawai yang diberhent ikan sementara sebagaimana d imaksud pada 

ayat ( 1 )  terbukti bersa lah ,  Direksi  memberhent ikan dengan t idak hormat. 

Pasal 57 

( 1 )  Pegawai d iberhent ikan dengan  hormat ,  karena :  

a .  men ingga l  d u n i a  ;  

b .  permintaan sendir i  ;  

c. t idak dapat melaksanakan tugas ;  

d .  t idak sehat yang d ibukt ikan dengan surat keterangan dokter ;  

e. telah mencapa i  us ia  pens iun  ;  dan.'atau 

f. reorganisasi .  
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(2) Pegawai yang d iberhent ikan dengan hormat d iber ikan pesangon yang besarnya 

ditetapkan dengan Keputusan D i reks i .  

(3) Pegawai yang d iberhent ikan sebagaimana d imaksud pad a ayat ( 1 )  huruf b 

pe laksanaannya ber laku pada akh i r  bu lan  berikutnya. 

P a s a l 5 8  

Pegawai d iberhent ikan dengan tidak hormat,  karena :  

a .  me langgar  surnpa.i pegawai dan/atau sumpah jabatan ;  

b .  d ihukum karena melakukan t indak p idana dengan ancaman p idana pa l ing sedikit 

5 ( l ima)  tahun berdasarkan putusan pengad i lan  yang telah mempunyai  kekuatan 

hukum tetap ; dan.'atau 

c. merug ikan keuangan PDAM.  

Pasal  59 

( 1 )  Apab i la  Pegawai PDAM menikah dengan sesama Pegawai PDAM, maka salahsatu 

harus mengundurkan  d i r i  dar i  Pegawai PDAM. 

(2) Ketentuan sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 )  d ikecua l i kan bagi  Pegawai PDAM 

yang telah men ikah dengan sesama Pegawai PDAM sebe lum ber lakunya Peraturan 

Daerah i n i .  

BAB V 

DANA PENS IUN DAN ASOSIASI PERUSAHAAN AIR M INUM 

Bagian Kesatu 

Dana Pensiun 

P a s a l 6 0  

( 1 )  Direksi dan Pegawai PDAM wajib di ikutsertakan pad a program pensiun yang 

diselenqqarakan oleh Dana Pens iun  Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga 

Keuangan.  

(2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  d idasarkan 

atas pertimbangan op t imal isasi  dan kepast ian manfaat bag i  D ireksi dan Pegawai 

PDAM sesuai  dengan peraturan perundang-undangan .  

(3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun 

sebagaimana d imaksud  pada ayat ( 1 )  diutamakan dana pens iun pemberi kerja yang 
d i selenggarakan oleh gabungan PDAM. 

(4) Ketentuan leb i h  lan jut  mengena i  pe laksanaan dana pens i un Pegawa i  d iatur oleh 
Direksi .  



25 

Bag ian  Kedua 

Asosias i  

P a s a l 6 1  

( 1 )  PDAM wajib menjad i  anggota Persatuan Perusahaan Air M in  um Seluruh Indonesia 

(PERPAMSI ) .  

(2) PDAM dapat  memanfaatkan P E R P A M S I  sebagai  asos ias i  yang menjembatani 

kegiatan kerja sama antar  PDAM da lam dan luar  neger i  dan  berkoordinasi  dengan 

instans i  terkait  d i  Pusat dan Daerah .  

BAB VI 

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  

Pasal 62 

( 1 )  Direksi  serta semua pegawai PDAM atas t indakannya yang melawan hukum atau 

karena ke la la ian  da lam me lakukan kewaj ibannya dan  tugas yang d ibebankan 

kepadanya ba ik  langsung atau t idak langsung yang men imbu lkan  kerugian POAM 

diwaj ibkan pu la  menggant i  se luruh kerugian yang t imbu l  ak ibat perbuatannya.  

(2) Penggant ian kerug ian sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 )  t idak menghi langkan 

unsur  t indak p idana yang d i lakukan .  

BAB VI I  

PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN AIR M INUM 

Bag ian  Kesatu 

Kewenangan 

Pasa l  63 

Wewenang dan  tanggung jawab Pemer intah Daerah da lam penyelenggaraan 

pengembangan penyediaan a ir  m inum mel iput i  :  

a .  menyusun kebijakan dan strategi d i  Oaerah berdasarkan kebijakan dan strategi 

nas iona l  serta kebi jakan dan strategi prov ins i .  

b .  memfasi l i tas i  ketersediaan a ir  baku untuk memenuh i  kebutuhan a ir  minum 

masyarakat sesuai  dengan standar  pelayanan m in imum yang ditetapkan.  

c. mengusahakan pengembangan penyediaan a i r  m i n u m  di  wi layah Oaerah Kota 

Mojokerto dan sekitarnya.  

P a s a l 6 4  

( 1 )  PDAM diber i  kewenangan sebaga i  operator da lam jasa layanan penyediaan a ir  

m inum yang d imanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat u m u m .  
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(2) Untuk melaksanakan kewenangan sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 )  PDAM 

memi l ik i  tugas sebagai ber ikut :  

a .  menyediakan jasa layanan penyediaan air minum bagi  masyarakat Daerah Kota 

Mojokerto dan sekitarnya; 

b .  melakukan pemel iharaan terhadap aset PDAM; 

c. memberikan laporan kinerja secara berkala kepada Walikota ; 

d .  meningkatkan per luasan cakupan pelayanan pada wi layah d imana sumber a ir  

tanah t idak memenuhi  persyaratan kesehatan untuk d igunakan sebagai a i r  

m i n u m ;  

e. mengatur sistem pendistr ibus ian air  minum sesuai  dengan kapasitas produksi 

yang tersedia ;  

f. berpartis ipasi  dalam upaya per l indungan dan pelestarian sumber daya air dalam 

rangka konservasi l ingkungan ;  dan 

g .  melaksanakan tugas la in sesuai  dengan peraturan perundang-undangan .  

(3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa layanan penyediaan a ir  minum 

sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  d a n  pelaksanaan tugas sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) PDAM dapat  mengadakan kerjasama dengan p ihak ketiga 

berdasarkan peraturan p e r u n d a n g-u n d a n g a n .  

Bag ian  Kedua 

Hak dan Kewaj iban PDAM Terhadap Pe langgan 

Paragraf 1  

Hak PDAM 

Pasa l  65 

Dalam menyelenggarakan jasa layanan penyediaan a ir  m i n u m ,  PDAM mempunyai  hak 

sebagai  ber ikut :  

a .  menagih dan mener ima has i l  penjualan a i r  dan/atau non a i r  dar i  p ihak la in atau 

pe langgan ;  

b .  menetapkan dan mengenakan denda terhadap keter lambatan pembayaran tagihan ;  

c. menolak atau mener ima permintaan calon pe langgan dengan memperhatikan 

kapas i tas produksi a i r  d a n  a lasan-a lasan tekn is  la innya ;  

d .  menjatuhkan sanks i  terhadap pe langgaran yang d i l akukan o leh pe langgan ,  

p e l a n g g a n  pasif ,  eks pe langgan ,  atau p i h a k  l a i n  sesuai  ke ten tuan ;  

e .  me laku'can pemer iksaan atas rangka ian  p ipa pers i l  apab i la  d iper lukan ;  

f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesua i  dengan peraturan perundang­  

undangan ;dan 

g .  memperoleh kuant i tas a ir  baku secara kont inyu sesuai  dengan iz in yang telah 

d id a pat .  
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Paragraf 2 

Kewajiban PDAM 

P a s a l 6 6  

Dalam penyelenggaraan jasa layanan penyediaan a i r  m inum PDAM mempunyai 

kewajiban sebagai berikut :  

a .  mengoperasikan sarana jasa layanan penyediaan a i r  m inum secara optimal ;  

b .  apab i la  da lam jangka waktu 1 x 24 (satu ka l i  dua  pu l uh  empat) jam PDAM tidak 

dapat memenuh i  a l i ran a i r  sete ah mendapat  laporan dar i  pe langgan ,  maka 

PDAM wajib menyed iakan kebutuhan a i r  me la lu i  cara la in  ;  

c. member ikan jasa layanan penyediaan a i r  m inum kepada pe langgan dengan 

memperhat ikan kua l i tas ,  kuant i tas ,  dan kont inu i tas kecual i  da lam keadaan 

memaksa (force majeure) : 

d .  me laksanakan penggant ian  meter a i r  secara per iod ik  pa l ing sedik it  set iap 4 

.  (empat)  t ahun ,  dan  apab i l a  sebelum 4 tahun meter a i r  menga lam i  kerusakan ,  

rnaka kewaj iban PDAM un tuk  melakukan penggant ian meter a i r  ;  

e .  member i tahukan kepada pe langgan  tentang adanya gangguan  dan  hambatan 

pe layanan ;  

f. melakukan pemer iksaan kua l i tas a i r  m rnum secara per iod ik pa l ing sedikit 1 

(satu) bu lan  seka l i ;  

g .  melayan i  dan men indak lan ju t i  ke luhan pe langgan ;  

h .  men ingkatkan kapas i tas a i r  untuk menjaga kont inu i tas pend istr ibus ian ;  dan 

i . menyed iakan ca// center yang akt if se lama 24 (dua pu luh  empat) jam dalam 

sehar i  dan  sarana pengaduan l a i nnya .  

B a g i a n  Ketiga 

Pe layanan  U m u m  Ai r  M i n u m  

Pasal  67 

PDAM memberikan pelayanan untuk  kepent ingan umum sesua i  dengan kemampuan 

yang me l iput i  :  

a .  menyediakan h idran kebakaran d i  tempat-tempat tertentu sesua i  ketentuan; 

b .  menyediakan hidran umum dan/atau kran umum bagi  masyarakat yang be l u m  

m e nd a p a t  p elayanan sambungan a i r  m inum secara lan g sun g  dengan s i s t e m  

p er p i p aan dan  bagi  masyarakat yang kurang m ampu :  d an 

c .  men y ediakan loket p emba y aran rekening a i r  yang mem b er i k an k e m u d a h a n  

bagi  pe l a nggan .  
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Bag ian  Keempat 
Tata Cara Penyed iaan a ir  m inum 

Paragraf 1  
Pemasangan Baru 

Pasa l  68 

( 1 )  Setiap permohonan pemasangan baru harus d iajukan secara tertul is kepada PDAM. 

(2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  

menggunakan formul i r  yang harus d i is i  dengan benar ,  je las dan lengkap,  diberi 

tanggal ,  dan d i tandatangan i  serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM. 

(3) Permohonan pemasangan baru dapat d iter ima atau d i to lak o leh PDAM. 

(4) Terhadap permohonan yang d i ter ima ,  pemasangan sambungan langganan akan 

d i laksanakan pa l i ng  lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan pernasanqan'  

baru d i ter ima dan biaya pemasangan d i lunas i .  

(5) Terhadap perrnohorian pemasangan baru yang di tolak ,  PDAM memberikan a lasan 

yang je las secara tertul i s  pal i ng lama 1 4  (empat be las)  har i  kerja setelah penga juan 

pe rmohonan .  

Pasa l  69 

Set iap pemasangan baru jasa layanan penyediaan a i r  rninum dikenakan biaya 

pemasangan yang d iatur da lam Kepu tusan Di reks i .  

Pasal 70 

( 1 )  Untuk pemasangan w i layah pengembangan baru yang be lum ada jar ingan 

perp ipaan ,  biaya prasarana dan sarana a i r  minum d i tanggung bersama antara 

PDAM dan p ihak pemohon berdasarkan kesepakatan .  

(2) Untuk pengembang pe rumahan /hun ian ,  jar ingan pipa distr ibus i  men jadi beban p ihak 

pengembang.  

(3) Se l u ruh jar ingan perp ipaan dan sarana-prasarana yang telah terpasang 

sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) men jadi aset PDAM. 

Pasa l  71 

Untuk pe langgan yang melakukan pemasangan p ipa persi l  sendir i  harus sesua i  dengan 

standar teknis PDAM. 

Pasa l  72 

Pipa d inas ,  meter a ir ,  dan  aksesoris yang terpasang da lam penyambungan a i r  m i num 

ke persi l  pe langgan sepenuhnya menjad i  aset PDAM. 
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Paragraf 2 

Pemutusan Sambungan  Langganan  

P a s a l 7 3  

( 1 )  PDAM dapat me lakukan pemutusan sambungan kepada pe langgan karena hal-hal 

sebagai berikut :  

a .  menunggak rekening a ir  m inum se lama 2 (dua) bulan berturut-turut ;  

b .  pe langgan yang mengak ibatkan keruq ian bagi  PDAM ;dan  

c. karena permintaan pe langgan .  

(2) Pemutusan sambungan sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 )  terdir i  atas : 

a .  pemutusan sementara ;dan  

b .  pemutusan tetap. 

Pasa l 74  

( 1 )  Pemutusan sementara ada lah  t indakan yang d i lakukan PDAM kepada pelanggan 

berupa pencabutan meter a i r  untuk sementara.  

(2) Pemutusan sementara sebaga imana d imaksud pad a ayat ( 1 )  yaitu pemutusan 

sementara selama 2 (dua) bu lan karena adanya tunggakan dan/atau adanya 

pe langgaran yang d i lakukan o leh pe langgan .  

(3) Pembukaan kembal i  dapat d i l akukan  pa l ing lama (satu) har i  setelah pe langgan 

melunasi  tunggakan dan denda admin istras i  d i tambah b iaya buka kembal i  sesuai 

ketentuan. 

Pasa 1 7 5  

( 1 )  Pemutusan tetap ada lah pemutusan dar i  p ipa ret ikulasi/pipa d istr ibusi .  

(2) Pemutusan tetap d i l akukan apab i la  :  

a .  pe langgan t idak menye lesa ikan segala kewaj ibannya da lam jangka waktu yang 

telah d i tentukan ;  dan  

b .  atas permintaan pe langgan dengan mengajukan permohonan tertul is untuk 

berhent i  menjad i  pe langgan PDAM dengan melunas i  segala sesuatu yang 

menjadi  kewajiban pe langgan .  

(3) Pemutusan tetap dapat  d i sambung  kemba l i  setelah pe langgan me lunas i  tunggakan 

dan denda d i tambah b iaya buka kembal i  sesuai  ketentuan yang telah ditetapkan 

dengan Keputusan Oireks i .  
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BAB V I I I  

REKEN ING AIR M INUM 

B a g i a n  Kesatu 

Tar i f  Air M inum 

Pasal  76 

( 1 )  Setiap orang atau b adan yang menggunakan  jasa layanan penyediaan a i r  minum 

d ikenakan tarif a i r  m i n u m .  

(2) Perhitungan dan penetapan tarif a i r  min um sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  

d idasarkan pada pr ir .s ip-pr insip :  

a .  keterjangkauan d a n  keadi lan ;  

b .  mutu pelayanan ;  

c. pemul ihan biaya (full cost recovery); 

d .  efisiensi pemakaian a i r ;  

e. transparansi dan akuntabi l i tas ;  d a n  

f. per l indungan a i r  baku .  

Pasal 77 

( 1 )  Besarnya tarif a i r  m i n u m  d i h i t u n g  berdasarkan formulasi  sesuai  dengan peraturan 

perundang-undanga 1 .  

(2) PDAM dapat melaksanakan penyesua ian tarif a i r  m inum secara berkala yang tata 

cara dan perh i tungannya ditetapkan dengan Peraturan Wal ikota.  

(3) Sebelum menetapkan penyesua ian tarif sebaga imana d imaksud pada ayat (2) ,  

Walikota melakukar konsu l tas i  kepada O P R D .  

B a g i a n  Kedua 
Reken ing Air M inum 

Pasal  78 

( 1 )  Rekening a i r  m i n u m  terdir i  atas : 

a .  jumlah  pemaka ian  a i r  m i n u m  pe langgan per meter k u b i k  (rrr') d ika l ikan dengan 

tarif a i r  ;dan 

b .  b iaya beban tetap terdir i  atas :  

1 )  biaya pemel :haraan meter a i r  (BPMA) ,  d a n ;  

2) b iaya admin is t ras i  (BA) .  

(2) Pemaka ian a ir  m i n u m  untuk semua jen is  go longan p e l a n g g a n ,  kecual i  mobil  tangki 

d iber ikan hak tetap pemaka ian  sebesar  1 0  m3 (sepu luh  meter kub ik) .  

(3) J u m l a h  pemakaian a i r  m in  um sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 )  huruf a d ih i tung 

berdasarkan h a s i l  pembacaan meter a i r  se lama 1  (satu) b u l a n .  
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(4) Apabi la meter a i r  t idak terbaca atau t idak berjalan baik maka jumlah pemakaian a ir  

m i n u m  d ih i tung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (t iga) b u l a n  terakhir .  

(5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebaga imana d imaksud ayat ( 1 )  

huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi .  

Bagian Ketiga 

Pembayaran Rekening Air M inum 

Pasal  79 

( 1 )  Pembayaran rekening a i r  m i n u m  d i lakukan d i  tempat yang ditentukan oleh PDAM 

dengan  jadwal pembayaran yang d i a t u r  mela lu i  Keputusan D i reks i .  

(2) Keter lambatan pembayaran reken ing a i r  m i n u m  d ikenakan denda keterlambatan 

yang ditetapkan dengan Keputusan D i reks i .  

(3) Apabi la 2 (dua)  b u l a n  berturut - turut  sampai  batas waktu penutupan rekening a i r  

t idak d i l u n a s i ,  maka d isamping d ikenakan denda keter lambatan sebagaimana 

d imaksud pada ayat ;2) juga d ikenakan biaya buka kembal i  sesua i  ketentuan. 

(4) Besarnya denda keter lambatan dan biaya buka kembal i  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3)  d i tetapkan dengan Keputusan Direksi .  

Bag ian  Keempat 

Biaya Non Air 

Pasal  80 

( 1 )  Sela in biaya pemasangan baru dan biaya da lam rekening a i r ,  kepada pe langgan 

dapat d ikenakan biaya non a i r  yang terdir i  atas :  

a .  b iaya b a l i k  nama ;  

b .  biaya penggant ian  meter a i r  atas permintaan pe langgan  kecual i  yang rusak 

ak ibat  rendahnya kual i tas meter a i r  dan bencana a lam ;  

c. biaya p indah letak meter a i r  ;  

d .  biaya tera meter a i r  atas permintaan pelanggan ;  dan 

e .  biaya denda keter lambatan rekening dan denda pe langgaran .  

(2)  Besaran biaya sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  d i tetapkan dengan Keputusan 

Direksi .  
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BAB IX 

HAK CAN KEWAJIBAN PELANGGAN 

Bag ian  Kesatu 

Hak Pe langgan 

Pasal  81 

Pelanggan mampunyai  hak sebagai ber ikut :  

a .  mendapatkan has i l  penguj ian atas : 

1 .  perh i tungan tag ihan rekening a i r  minum bu lanan ;  

2 .  kual i tas ai r  ;  dan 

3 .  akuras i  meter a ir .  

b .  mendapatkan penje lasan atas ketentuan yang telah disepakat i  pada saat 

mengajukan pemasangan baru ;  

c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan ;  

d .  mendapatkan potongan pa l ing banyak sebesar 50 % ( l ima pu luh persen) dar i  

pembayaran rekening a i r  pada bu lan  bersangkutan apab i la  PDAM tidak dapat 

memenuhi  a l i ran a i r  m inum selama 7 (tujuh) har i  berturut-turut tanpa pemberitahuan 

terhitung sejak pe langgan melaporkar. berhent inya a l i ran a i r  minum dan/atau 

mendapatkan gant i  rug i  yang layak sebagai  akibat ke la la ian pelayanan kecual i  

sebagai  ak ibat bencana a lam ,  keadaan mendesak (force majeure) dan/atau adanya 

kerusakan ;  

e. menyampaikan pengaduan tentang layanan a i r  m inum yang mel iput i  :  

1 .  keberatan atas tag ihan rekening a i r  m inum ;  

2 .  pendistr ibus ian a ir  m inum ;  

3 .  kual i tas a ir  m inum ;  dan 

4 .  ha l-ha l  yang menyangkut penyed iaan a i r  m inum.  

Bag ian Kedua 

Kewajiban Pe langgan 

Pasal 82 

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai be r i ku t :  

a. segera melaporkan apabi la mengetahui  adanya kerusakan p ipa d inas atau sarana 

mi l ik  PDAM la innya;  

b .  menaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan 

yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan penyediaan a i r  m inum;  

c. bertanggung jawab atas l<erusakan atau keh i langan meter a i r  dan rangkaian pipa 

d inas yang berada d i l i ngkungan rumah pe langgan ;  
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d .  melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemi l ikan rumah atau bangunan dan 

dikenakan biaya ba l ik  nama;  

e .  memberi kemudahan kepada petugas PDAM da lam melaksanakan tugas 

kedinasannya d i  da lam pers i l  pe langgan ;  

f. bertanggung jawab apab i la  terjadi pemakaian a ir  besar atau penurunan kual i tas a ir  

akibat menggunakan bak penampungan (menara a ir  atau penampungan d i  bawah 

permukaan tanah/ground reservoir) atau terjadi kebocoran p ipa persi l  (setelah meter 

a i r ) ;  

g .  memel ihara p ipa d i nas ,  segel  d i nas  dan segel meter, meter a i r  serta instrument 

meter termasuk ke lengkapannya yang berada d i  da lam persi l pe langgan sejak 

menjadi pe langgan ;  

h .  melaporkan kepada PDAMapabi la  melakukan pengembangan bangunan yang 

menyebabkan petugas menga lami  kesu l i tan da lam membaca meter a i r ;  dan 

1 .  bertanggungjawab penuh atas beban b iaya yang d i t imbu lkan o leh p ihak la in .  

Bag ian  Ketiga 
Pe layanan Pengaduan 

Pasal 83 

( 1 )  Pe langgan dapat menyampaikan penqaduan tentang penyediaan air m inum.  

(2) PDAM menindaklanjut i  pengaduan balk secara teknis maupun admin istrasi .  

(3) PDAM memberikan informasi yang d iper lukan kepada pihak terkait. 

(4) Penyelesaian persel is ihan antara pe langgan dan PDAM dapat d i laksanakan di  luar 

pengadi lan yang d i lakukan mela lu i  arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa 

sesuai  dengan peraturan perundang-undangan .  

BAB X 

PENGENDALIAN 

Bag ian  Kesatu 

Larangan 

Pasa l 84  

Set iap orang atau badan d i la rang :  

a .  menimbun dan/atau mendi r ikan bangunan  d i  atas meter a i r  ;  

b .  menggabungkan a i r  PDAM dengan a ir  dar i  sumber  la innya da lam 1  (satu) saluran 

pipa persi l  ;  

c. men jua l  a i r  m inum kepada p i hak  l a i n  dengan cara dan da l i h  apapun kecual i  telah 

diper jan j ikan terlebih dahu l u  dengan  p ihak  PDAM ; 
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d .  mendistr ibus ikan a i r  m i num dar i  kran ur.iurn atau termina l  a i r  dengan segala jen is  

p ipa dan/atau sa luran ke rumah ataupun ke p ihak la in  ;  

e .  memindahkan lokasi  meter a i r /h idran tanpa iz in POAM ; 

f. merusak jar ingan p ipa ,  melepas ,  dan mengh i langkan sege l ,  membal ik  arah meter 

a i r  atau merusak meter a i r  dan instrumennya ;  

g .  menyadap a i r  m inum langsung dar i  p ipa  distr ibusi  atau p ipa d inas tanpa mela lu i  

meter a i r  dan/atau mengambi l  a i r  m inum sebelum meter a i r  ;  

h .  menyambung kembal i  sa luran a i r  m inum tanpa izin POAM ; 

1 .  mengubah ukuran dan letak p ipa d i nas  yang d ipasang ;  

J .  menjual a i r  m inum dar i  kran umum dengan menggunakan mobi l  tangki tanpa izin 

P D A M ;  

k. menggunakan pompa h isap langsung dar i  p ipa dan/atau cara la in  yang 

menyimpang dar i  ketentuan POAM ; 

I .  melakukan kegiatan yang mengak ibatkan kerusakan sumber daya air  dan 

sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistr ibusian air 

atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat 

k e l a l a i a n ;  

m.  melakukan kegiatan d i  sekitar sumber a ir  yang mengakibatkan kerugian terhadap 

PDAM dan yang merusak fungs i  sumber a i r  secara sengaja maupun sebagai akibat 

ke la la ian ;  dan 

n .  menya lahgunakan logo,  atr ibut a tau mengatasnamakan POAM d i luar  kepentingan 

PDAM. 

Bag ian  Kedua 

Pcngu j i an  Meter Air 

P a s a l 8 5  

( 1 )  Penguj ian meter a i r  d i l aksanakan d i  bengkel meter POAM dan dapat disaksi . can 

oleh pe langgan .  

(2) Apabi la menurut  has i l  penguj ian terbukt i  meter a i r  d inyatakan t idak baik atau kurang 

baik atau terdapat peny impangan dar i  semest inya, maka perlu d i lakukan 

penggant ian meter a i r  tanpa d ipungu t  biaya dan  besaran pemakaian a irnya a kan 

d iperh i tungkan .  
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Bagian Ketiga 

Pengawasan 

P a s a l 8 6  

Pengawasan terhadap jasa layanan penyediaan a ir  minum di laksanakan oleh PDAM 

bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.  

B A B X I  

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal  87 

( 1 )  Masyarakat dapat berperan serta da lam memberikan informasi mengenai  gangguan 

pelayanan POAM. 

(2) Masyarakat berhak untuk member ikan saran secara l isan atau tertul is dalam rangka 

peningkatan pelayanan PDAM. 

(3) Untuk memenuh i  hak masyarakat sebaga imana d imaksud pada ayat (2) ,  PDAM 

wajib menyediakan sarana yang memadai .  

BAB X I I  

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN 

Bag ian  Kesatu 

Tahun Buku 

Pasal  88 

Tahun Buku Perusahaan ada lah tahun maseh i .  

Bag ian Kedua 

Rencana Strategis Bisnis 

Pasa l  89 

( 1 )  Dalam waktu pa l ing lama 3 (t iga) bu Ian sebelum tahun buku mu la i  ber laku ,  Direksi 

menyampaikan Renstrab is kepada Wal ikota me la lu i  Dewan Pengawas. 

(2) Dewan Pengawas memer iksa Renstrabis sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  dan 

menyampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan .  

(3) Perubahan Renstrab is yang terjadi d i  da lam tahun buku yang bersangkutan harus 

mendapatkan pengesahan Wal ikota me la lu i  mekanisme sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) .  
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BAB XI I I  

LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH 

Bag ian  Kesatu 
Laporan Tr iwulan dan Laporan Tahunan 

Pasa l  90 

( 1 )  Direksi  menyusun danmenyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM berupa 

Laporan Tr iwulan dan Laporan Tahunan .  

(2) Laporan Tr iwulan sebaga imana dimaksud pada ayat ( 1 )  d isampaikan kepada 

Dewan Pengawas.  

(3) Laporan Tahunan sebagaimana d imaksud pad a ayat ( 1 )  d isampa ikan kepada 

Walikota setelah laporan has i l  aud i t  d i ter ima oleh PDAM pal ing lambat 30 (t i:;ia 

pu luh)  hari setelah laporan d i ter ima .  

(4) Has i l  aud i t  yang d i l akukan aud i tor  independen atas laporan tahunan d isahkan oleh 

Walikota setelah mendapat  pert imbangan Dewan Pengawas.  

(5) Penyusunan laporan tahunan d i l aksanakan  sesuai  dengan pedoman sistem 

akuntans i  dan  ketentuan peraturan perundang -undangan .  

Bag i an  Kedua 
Penggunaan  Laba Bersih 

Pasa l  91  

Penqqunaan laba bersih setelah d ikurang i  pa jak ditetapkan sebagai  berikut :  

a .  untuk dana pembangunan Oaerah sebanyak 30 % (t iga pu luh  persen) ;  

b .  untuk Anggaran Belan ja Daerah sebanyak 25% (dua pu luh  l ima persen ) ;  

c .  untuk Dana Sos ial sebanyak 1 0 %  (sepu luh persen) ;  

d .  untuk Jasa Produksi  sebanyak 1 0 %  (sepu luh persen) ;  

e .  untuk Dana Pesangon Karyawan sebanyak 20% (dua pu l uh  persen ) ;  dan 

f.  untuk Cadangan Umum sebanyak 5% ( l ima persen ) .  

BAB XIV 

KERJASAMA, PINJAMAN ,  PENGADAAN BARANG DAN JASA ,  SERTA 

PEM INDAHAN DAN PENERIMAAN ASET 

Bagian Kesatu 

Kerjasama 

Pasal 92 

( 1 )  PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan p ihak ket iga sesuai dengan 

ketentuan peraturan perunciang-undangan .  
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(2) Kerja sama dengan p ihak ketiga sebagaimana d imaksud pad a ayat ( 1 )  dapat 

d i lakukan setelah mendapat persetujuan Wal ikota.  

(3) Pengawasan umum terhadap pe laksanaan kerja sama dengan p ihak ketiga 

d i lakukan oleh Walikota atau Pejabat yang d i tunjuk .  

Bag ian  Kedua 

Pinjaman 

P a s a l 9 3  

( 1 )  PDAM dapat melakukan p injaman dengan sumber dana da lam negeri dan luar 

negeri  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .  

(2) Sebelum melakukan p in jaman ,  POAM harus membuat pernyataan kesanggupan 

untuk me lunas i  p in jaman dan  membuat  rencana pembayaran p injaman.  

(3) Dalam hal PDAM mener ima p in jaman dari  Pemerintah Oaerah,  maka POAM wajib 

mengalokasikan da lam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada 

Pemerintah Daerah sesuai  jangka waktu pengembal ian setiap tahunnya,  pa l ing 

lambat 1 (satu) bu lan sebelum tangga l  jatuh tempo p injaman .  

Bagian Ketiga 

Pengadaan Barang dan Jasa 

P a s a l 9 4  

Proses pengadaan barang dan jasa d iatur  o leh D i reksi sesuai  peraturan perundang­ 

undangan .  

Baq ian Keempat 

Pemindahan dan Pener imaan Aset Perusahaan 

Pasal 95 

Tata cara pen jualan ,  pemindahtangananatau pembebanan atas akt iva tetap PDAM 

serta pener imaan pin jaman janqka menengah atau jangka panjang dan pember ian 

p in jaman dalam bentuk apapun serta t idak menag ih lag i  dan  penghapusan dar i  

pembukuan p iutang dan  persediaan barang o leh PDAM diatur  dengan Peraturan 

Wal iko ta .  

BAB XV 

PEMBUBARAN PDAM 

Pasal 96 

( 1 )  Pembubaran PDAMdan penunjukkan l i ku idas i  ditetapkan oleh Peraturan Daerah. 
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(2) Semua kekayaan POAMsete lah d iadakan l iku idas i  menjad i  mi l i k  Pemerintah 

Oaerah.  
(3) Pertanggungjawaban l iku idas i  d i sampa ikan  kepada Wal ikota .  

(4) Apabi la setelah d iadakan L iku idas i  ternyata terdapat kerugian da lam neraca dan 

perh i tungan laba atau rug i  menjad i  tanggung jawab Pemer intah Daerah .  

BAB XVI 

KETENTUAN S A N K S !  

Bag ian  Kesatu 

Sanks i  Administrasi  

Pasal  97 

( 1 )  Setiap orang atau badan yang me langgar  ketentuan pasal  84 huruf a dan e 

Peraturan Daerah in i  d ikenakan sanks i  administras i  berupa denda setingi-t ingginya 

Rp .50 .000 .000 , -  (L ima P u l u h  Juta Rup iah) .  

(2) Denda sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )  disetorkan ke Kas Daerah.  

Bag ian  Kedua 

Sanksi  P idana 

Pasal  98 

( 1 )  Set iap orang atau badan y3ng melanggar  ketentuan pasa l  84 huruf b ,  c , d ,  f, g ,  h ,  i ,  

j ,  k ,  I ,  m ,  n ,  d a n  o Pera turan Daerah in i  d iancam P idana Kurungan pal ing lama 3 

( t iga )  bu lan atau denda se t ing i- t ingg inya Rp .  50 .000 . 0 0 0 , -  (Lima P u l u h  Juta rup iah ) .  

(2) Denda sebagaimana d imaksud pad a ayat ( 1 )  disetorkan ke Kas Daerah.  

(3)  Tindak P i dana  sebaga imana d imaksud  pada ayat ( 1 )  ada lah  pe langgaran .  

BAB XVI I  

KETENTUAN PENYID IKAN 

Pasal  99 

( 1 )  Penyid ikan terhadap pe langgaran sebaga imana d imaksud  da lam pasal  98,  

di laksanakan o leh Peny id ik  Pegawai  Negeri  S ip i l  (PPNS)  d i  l i ngkungan Pemer intah 

Daerah yang pengar .gkatannya d i tetapkan sesua i  dengan sesuai  dengan peraturan 

p e r u n d a n g -u n d a n g a n .  

(2) Oalam melaksanaka.1 tugas peny i d i kan ,  PPNS sebaga imana d imaksud pada ayat 

( 1 )  b e rw e n a n g :  

a .  Mener ima laporan pengaduan dar i  seseorang tentang adanya t indak p i dana ;  
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b .  Melakukan t indakan pertama pada saat itu d i  tempat kejadian dan melakukan 

pemer iksaan;  

c. Menyuruh berhent i  seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal  d i r i  

tersangka; 

d .  Melakukan penyitaan benda atau surat ;  

e .  Mengambi l  s id ik  jar i  dan memotret tersangka;  

f. Memangg i l  orang untuk d idengar  dan d iper iksa sebagai tersangka atau saksi ;  

g .  Mendatangkan orang ah l i  dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; 

h .  Mengadakan penghent ian penyid ikan setelah mendapat petunjuk dar i  penyidik 

Kepol is ian Republ ik Indonesia (POLRI )  t idak mendapat cukup bukti atau peristiwa 

tersebut bukan merupakan t indak p idana dan selanjutnya mela lu i  Penyidik 

memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum,  tersangka atau keluarganya. 

i .  Melakukan t indakan la in  menurut hukum yang dapat d ipertanggungjawabkan .  

(3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai peny id ik  berada d i  bawah koordinasi  

POLRI  sesuai  dengan ketentuan yang d iatur  da lam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1 9 8 1  Tentang Hukum Acara P idana .  

(4) PPNS sebaga imana d imaksud pada ayat ( 1 )  member i tahukan d imula inya 

peny id ikan dan penyampaian has i l  peny id ikannya kepada Penuntut Umum sesuai 

dengan ketentuan yang d iatur  da lam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 9 8 1  tentang 

Hukum Acara P idana .  

BAB XVI I I  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal  1 0 0  

Setelah Peraturan Daerah in i  ber laku ,  PDAM Maja Tirta d iber ikan waktu pa l ing lambat 3 

(t iga) tahun untuk menyesua ikan dengan ketentuan yang ada da lam Pera turan Daerah 

1 n 1 .  

BAB X IX 

KETENTUAN LAIN -LAIN 

Pasal  1 0 1  

Pemerintah Daerah waj ib menyertakan modal  kepada PDAM da lam rangka pencapa ian 

cakupan pelayanan sebesar 80% (de lapan pu luh  persen) dar i  jumlah  penduduk yang 

men jad i  cakupan pelayanan PDAM dan d i laksanakan sesua i  ketentuan peraturan 

perundang -undangan .  
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BAB XX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 102 

Pada saat Peraturan Daerah in i  mula i  berlaku : 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto Nomor 5 

Tahun 1979 tentang Ferusahaan Oaerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat I I  

Mojokertosebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat I I  Mojokerto Nomor 1 0  Tahun 1 992  tentang Perubahan Pertama Peraturan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Perusahaan Daerah ,A.ir M inum Kotamadya Daerah Tingkat I I  Mojokerto yang 

bertentangan dengan Peraturan Oaerah i n i  dicabut dan d inyatakan t idak ber laku,  dan 

peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang t idak bertentangan dengan 

Peraturan Daerah in i .  

Pasal 103  

Peraturan Daerah in i  mu la i  berlaku pada tanggal d iundangkan .  

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in i  

dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

Padz tanggal 28. Oktober 20 13  

WALIKOTA MOJOKERTO 

ABDULGANISOEb(ARTONO 

Diundangkan di  Mojokerto 

pada tanggal 29 Oktober 2 0 1 3  

SEKRETARIS DAERAH KOTA MO..JOKERTO 

Ors. BUDWI SUNU H . S . ,  M .S i .  

Pembina Utama Muda 

N I P .  1 960 1 104  198503 1  007 

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 20 13  NOMOR 1 1  
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR TAHUN 2013  

TENT ANG 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA 

KOT A MOJOKERTO 

I .  UMUM 

Sejalan dergan  pe laksanaan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya 

d iatur da lam Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 

sebagaimana telah beberapa ka l i  d iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

1 2  Tahun 2008 ,  Pe:ner intah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendir i  urusan rumah tangganya menurut  asas otonomi dan  tugas pembantuan 

(medebewind). Pember ian otonomi luas kepada daerah d iarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat me la lu i  peningkatan 

pe layanan ,  pemberdayaan dan  peran serta masyarakat . 

Oa lam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat inst itusi- inst itusi  

yang berperan ser:a da lam penye lenggaraan otonomi daerah ,  termasuk d i  

antaranya ada lah PDAM sebaga i  sa lah satu inst i tus i  yang ada d i  Pemer intah 

Daerah dan merupakan aset Pemerintah Daerah yang memi l ik i  kompetensi pada 

bidang jasa layanan penyed iaan a i r  m inum terutama da lam melaksanakan kegiatan 

pengelo laan a i r  rn iru.rn untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan la innya.  Oleh 

karena itu PDAM memi l ik i  dua fungsi  yaitu fungsi sosia l  dan fungs i  ekonomi .  Pada 

fungs i  sos i a l ,  PD A M be rt anggung ja wab da lam m e rn e n u h i  kebut u han air  minum 

bagi  masya rakat guna mendukung program Pemerintah mela l u i  Pemer intah Daerah 

d a l am meningkatkan dera jat kesehatan masyarakat de m i  tercapainya kual i tas h idu p  

masyarakat yang  op t ima l .  S edangkan p a d a fungsi  ekonomi ,  PDAM berperan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi d aerah ,  sebagai  sa l ah satu sumber Pendapatan 

A s l i  D a erah ( P A D )  serta d i tun tu t  u ntuk mengemban g kan c akupan pe layanan ,  

menin g katkan kua l i tas pe lay a nan d a n  menin g katkan kesej a h ter a an pega w ai  secara 

mand i r i .  

PDAM sebaga i  sa l ah satu B U M O  mi l i k  daerah Kota Mo jokerto ,  berperan 

d a lam penye leng g a raan S istem Penyediaan Air M i num ( SPAM)  seb a gai  

implementasi dar i  Peraturan Pemerintah R e p ubl ik I ndones ia N omor 1 6  T ahun 2 0 0 5  

tentang Pengemb a n g an S istem Penyediaan A ir M inum yang merupakan t indak 

lan jut dar i  U ndang - Undang N omor 7  Tahun 2004  tentang S umber Daya A i r .  U ntuk 

itu ,  perlu pengaturan lebih tegas tentang  tugas dan wewenang B U M D yang  memi l ik i  

b idang usaha penyediaan a ir  rru n u rn  serta menga t ur penyelenggaraan 

pen g embangan sistem p enyediaan a ir  min u m  ( SPA M ) .  
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Dalam materi Peraturan Daerah in i  juga d iatur  mengenai ketentuan 

kepegawaian pada PDAM yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah 

Air M inum .  

I I .  PASAL DEMI  PASAL 

Pasal  1  

Cukup je las .  

P a s a l 2  

Cukup je las .  

Pasal 3 

Cukup je las .  

P a s a l 4  

Asas ke lestar ian mengandung pengertian bahwa PDAM diselenggarakan 

dengan cara menjaga kelestar ian fungsi sumber daya a i r  secara berkelanjutan. 

Asas keseimbangan mengandung pengertian kese imbangan antara fungsi 

sos ia l ,  fungsi l i ngkungan h idup ,  dan fungsi ekonomi terutama dalam 

member ikan akses kemudahan pada masyarakat go longan rendah (m isk in ) .  

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan 

PDAM d i laksanakan untuk member ikan manfaat sebesar-besarnya bagi  

kepent ingan umum secara efektif dan efisien. 

Asas keterpaduan dan  keserasian mengandung pengertian bahwa 

penyelenggaraan PDAM d i l akukan secara terpadu da lam mewujudkan 

keserasian untuk berbagai kepent ingan dengan memperhat ikan sifat alami a i r  

yang d inamis .  

Asas keadi lan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM 

d i lakukan secara merata ke se luruh lapisan masyarakat d i  wilayah tanah a ir  

sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

untuk berperan dan menikmat i  has i lnya secara nyata. 

Asas kemandir ian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan PDAM 

di lakukan dengan memperhat ikan kemampuan dan keunggu lan sumber daya 

setempat, t idak dapat d ipengaruh i  pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan 

amanat pe layanan .  

Asas transparansi  dan akuntabi l i tas mengandung pengertian 

penyelenggaraan PDAM d i lakukan secara terbuka dan 

d ipertangg unggugatkan .  

Pasal 5 

Cukup je las .  

bahwa 

dapat 
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P a s a l 6  

Yang d imaksud dengan pe layanan yang berkaitan non a i r  antara lain pelayar .an 

sambungan baru ,  pe layanan sewa insta las i ,  pe layanan pemer iksaan a i r  lab ,  

penyambungan kembal i ,  pengenaan denda ,  pemeriksaan insta las i  pe langgan,  

penggant ian meter rusak,  pendapatan penggant ian p ipa pers i l .  

Pasa l  7 

Cukup je las .  

P a s a l 8  

· _Modal Daerah ada lah modal  yang se luruhnya atau untuk sebagian merupakan 

kekayaan Daerah yang d ip i sahkan ,  ba ik yang berwujud uang maupun barang 

yang dapat d in i l a i  dengan uang .  

Penentuan medal  PDAM sebesar  Rp.  8 . 1 94 . 700 .458 , 00  (de lapan mi lyar seratus 

semb i lan  pu luh  empat juta tujuh ratus r ibu empat ratus l ima pu luh  de lapan 

rup iah)  d i tentukan berdasarkan neraca PDAM per tangga l  3 1  Desember 2 0 1 2 .  

P a s a l 9  

Cukup je las .  

Pasal  1 0  

Cukup je las .  

Pasal 1 1  

Cukup je las .  

Pasal 1 2  

Cukup je las .  

Pasal 1 3  

Cukup je las .  

Pasal 1 4  

Cukup je las .  

Pasa l  1 5  

Cukup je las .  

Pasal  1 6  

Cukup  je las .  

Pasa l  1 7  

Cukup je las .  

Pasa l  1 8  

Cukup je las .  

Pasal 1 9  

Cukup je las .  

P a s a l 2 0  

Cukup je las .  



Pasal  2 1  

Cukup je las .  

Pasal 22 

Cukup je las .  

P a s a l 2 3  

Cukup je las .  

Pasal 24 

Cukup je las .  

Pasal  25 

Cukup je las .  

P a s a l 2 6  

Cukup je las .  

P a s a l 2 7  

Cukup je las .  

P a s a l 2 8  

Cukup je las .  

P a s a l 2 9  

Cukup je las .  

Pasal 30 

Cukup je las .  

Pasal  3 1  

Cukup je las .  

Pasa l  32 

Cukup je las .  

Pasal 33 

Cukup je las .  

P a s a l 3 4  

Cukup je las .  

P a s a l 3 5  

Cukup je las .  

Pasal 36 

Cukup je las .  

Pasa l  37 

Cukup je las .  

Pasa l  38 

Ayat ( 1 )  

Cukup je las .  

44 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup je las .  

Huruf b 

Cukup je las .  

Huruf c 

Cukup je las .  

Huruf d 

Cukup je las .  

Huruf e 

Yang d imaksud t idak dapat melaksanakan tugas antara la in karena 

kesehatan,  yang d ibukt ikan dengan Surat Keterangan dar i  Dokter. 

Huruf  f  

Cukup  je las .  

Huruf g 

Cukup je las .  

Huruf  h 

Cukup  je las .  

Pasal  39 

Cukup  je las .  

P a s a l 4 0  

Cukup je las .  

P a s a l 4 1  

Cukup je las .  

Pasa l  42 

Cukup je las .  

P a s a l 4 3  

Cukup je las .  

P a s a l 4 4  

A y a t ( 1 )  

Cukup je las .  

Ayat (2) 

Yang d imaksud tun jangan la innya antara la in  tunjangan transport, 

tunjangan perbaikan penghas i l an  (TPP) ,  tun jangan bantuan l istr ik dan a ir  

dan  tunjangan jabatan .  

Ayat (3) 

Yang menjadi tanggungan ada lah 1  (satu) orang istr i /suami dan 2 (dua) 

orang anak .  
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Ayat (4) 

Cukup je las .  

Ayat (5) 

Cukup je las .  

Ayat (6) 

Cukup je las .  

P a s a l 4 5  

Cukup je las .  

P a s a l 4 6  

Ayat ( 1 )  

Tunjangan str i /suami d iber i kan hanya kepada 1 (satu)  orang istr i /suami .  

Ayat (2) 

Cukup je las .  

Ayat (3)  

Cukup je las .  

Ayat (4) 

Cukup je las .  

P a s a l 4 7  

Cukup je las .  

P a s a l 4 8  

Cukup  je las .  

P a s a l 4 9  

Cukup je las .  

Pasal 50 

Cukup je las .  

Pasa l  5 1  

Cukup je las .  

P a s a l 5 2  

Cukup je las .  

Pasal 53 

Cukup je las .  

Pasal 54 

Cukup je las .  

Pasal 55 

Cukup je las .  

Pasal 56 

Cukup je las .  
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Pasal  57 

Cukup je las .  

Pasal 58 

Cukup je las .  

Pasal  59 

·. Pengertian Pegawai PDAM da lam ketentuan in i  mel iput i  Pegawai PDAM, dan 

Ca lon Pegawai PDAM.  

Ayat ( ' 1 )  

Termasuk da lam ketentuan in i  ada lah suami- is t r i  yang menikah sebelum 

ber lakunya Peraturan Daerah i n i ,  namun  setelah ber lakunya Peraturan 

Daerah i n i ,  keduanya menjad i  Pegawai PDAM.  

Contoh :  

1 .  A  ada lah  Pegawai PDAM.  A menikah dengan B yang bukan Pegawai 

PDAM. Pern ikahan tersebut terjadi sebelum ber lakunya Peraturan 

Daerah i n i .  

Kemud ian B d iangkat  menjadi  Pegawai PDAMpada saat Peraturan 

Daerah in i  te lah ber laku .  Maka d iantara A atau B sa lahsatu harus 

mengundurkan d i r i  dar i  Pegawai PDAM. 

2 .  A dan B ada lah  Pegawai PDAM.  A men ikah dengan B pada saat 

Peraturan Daerah in i  te lah ber laku .  Maka d iantara A atau B salahsatu 

harus mengundurkan d i r i  dar i  Pegawai PDAM. 

3 .  A dan B bukan Pegawai PDAM. A menikah dengan B.  Kemudian A 

dan B d iangkat  menjadi Pegawai PDAM pada saat Peraturan Daerah 

in i  telah ber laku.  Maka diantara A atau B salahsatu harus 

mengundurkan d ir i  dar i  Pegawai PDAM. 

Ayat (2) 

Ketentuan pengecua l ian i n i  d iperuntukkan bagi suami- istr i  yang keduanya 

ada lah pegawai PDAM dan pern ikahannya terjadi sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah i n i .  

C o n t o h :  

A  dan B Pegawai PDAM.  A telah men ikah dengan B sebe lum berlakunya 

Peraturan Daerah i n i .  Maka keduanya t idak termasuk yang harus 

mengundurkan d i r i  dar i  Pegawai PDAM. 

P a s a l 6 0  

Cukup je las .  

Pasal 61 

Cukup je las .  

Pasa l 6 2  

Cukup je las .  
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P a s a l 6 3  

Cukup je las .  

Pasa l64  

Cukup je las .  

Pasal  65 

Cukup je las .  

Pasa l66  

Huruf a 

Cukup je las .  

Huruf b 

Cukup je las .  

Huruf c 

Cukup je las .  

Huruf d 

Cukup je las .  

Huruf  e 

Cukup  je las .  

Huruf  f  

Pemeriksaan a i r  m inum d i lakukan oleh PDAM untuk menjamin kual i tas air 

m inum yang d iproduks i  memenuhi  syarat sesua i  ketentuan peraturan 

perundang-undangan .  

Air m inum yang aman bagi  kesehatan ada lah  apabi la memenuhi  

persyaratan f is ika, mikrob io log is ,  k imiawi ,  dan radioaktif sesuai  parameter 

yang ditetapkan da lam peraturan perundang-undangan .  

Huruf g 

Cukup je las .  

Huruf h 

Cukup je las .  

Huruf i  

Cukup je las .  

P a s a l 6 7  

Cukup je las .  

Pasa l68  

Cukup jelas.  

P a s a l 6 9  

Cukup je las .  
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P a s a l 7 0  

A y a t ( 1 )  

Kesepakatan antara PDAM dengan Pihak Pemohon dituangkan dalam 

Serita Acara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 7 1  

Cukup je las .  

Pasal  72 

Cukup je las .  

P a s a l 7 3  

Cukup je las .  

P a s a l 7 4  

Cukup je las .  

Pasal  75 

Cukup je las .  

P a s a l 7 6  

Cukup jelas.  

P a s a l 7 7  

Cukup je las .  

P a s a l 7 8  

Cukup je las .  

Pasa l  79 

Cukup je las .  

P a s a l 8 0  

Cukup je las .  

Pasal  8 1  

Cukup je las .  

P a s a l 8 2  

Cukup je las .  

Pasal 83 

Cukup je las .  

Pasal 84 

Cukup je las .  

P a s a l 8 5  

Cukup je las .  
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P a s a l 8 6  

Cukup je las .  

Pasal 87 

Cukup je las .  

P a s a l 8 8  

Cukup je las .  

Pasal 89 

Cukup je las .  

P a s a l 9 0  

Cukup je las .  

Pasal 9 1  

Huruf a 

Dana pembangunan Daerah d iutamakan untuk pengembangan PDAM 

dalam rancka meningkatkan cakupan layanan, dengan alokasi dana pal ing 

sedik it  sebanyak 25 % (dua pu luh l ima persen) dar i  laba bersih PDAM 

setelah d ikurangi  pajak dan d i laksanakan sesuai  ketentuan peraturan 

perundang-undangan .  

Huruf b 

Cukup je las .  

Huruf c 

Cukup je las .  

Huruf  d 

Cukup je las .  

Huruf e 

Cukup je las .  

Huruf f  

Cukup je las .  

Pasal 92 

Cukup je las .  

Pasal  93 

Cukup je las .  

Pasa l  94 

Cukup je las .  

P a s a l 9 5  

Cukup je las .  

P a s a l 9 6  

Cukup  je las .  

P a s a l 9 7  

Cukup je las .  
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Pasal 98 

Cukup je las .  

P a s a l 9 9  

Cukup je las .  

Pasal 1 0 0  

Cukup je las .  

Pasal  1 0 1  

Cukup  je las .  

Pasal  1 0 2  

Cukup jelas.  

Pasal 1 0 3  

Cukup je las .  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2 0 1 3  NOMOR 
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